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PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAIY ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KER-IA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT

KESEHATAN HEWAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANI.AN KABUPATEN PURWORE.'O

PROVINSI JAItrA TTTTGAH

PERATURAN BUPATI PURWORB.IO

NOMOR lTE TAHUN d}z1

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWORE"IO,

batrwa unhrk melaksanat<an ketentrran Pasal
7 Perahuan Daerah I(abupaten hlsrorejo
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembenhrkan
dan Susunan Perangkat Daeratr Kabupaten
Rurnrorejo, perlu menetapkan Perahrran
Bupati tentang Pembenhrakan Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan F\rngsi serta
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rrsat
Kesehatan Hewan pada Dinas Ketatranart
Pangan dan Pertanian Ihbupaten Rusronejo.

1. Pasal L8 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembenhrkan Daeratr-daerah
I(abupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4
tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran
Negara Republik Indonesia Tatrun 2Ol4
Nomor 244, Tarrrbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telatr diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja
(kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2O16 tentang Perangkat Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O16
Nomor 114, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887),

telah diubah dengan
Peraturan Nomor 72 Tahttn
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodelikasi
dan Nomenklatur Perencanaan

dan Keuangan Daerah
Negara Republik Indonesia (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo
Nomor 4 Tahun 2O2l tentang

dan Susunan Perangkat
Daerah l(abupaten Purworejo (kmbaran
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2O2l
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Purworejo Nomor 4);

PERATURAN BUPATI TENTANG
, KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KER,.'A UNIT PEI.A.KSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PURWORE.'O.

I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

daerah yang mermmprn
urusan pemerin
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3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, yang selanjutnya

disingkat DKPP, adalah Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian Kabupaten Purworejo.

5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang
selanjutnya disebut Kepala DKPP, adalah Kepala Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertania Kabupaten Purworejo.

6. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan, yang
selanjutnya disingkat UPT PUSKESWAN, adalah unsur
pelaksana tugas teknis pada DKPP yang
kegiatan teknis operasional pelayanan kesehatan hewan
dan/atan kegiatan telmis penunjang di bidang kesehatan
hewan.

7. Kepalla Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan yang
selanjutnya disebut Kepala UPT, adalah Kepala unit kerja pada
DKPP yang melaksanakan kegiatan teknis
pelayanan kesehatan hewan dan/ atau kegiatan teknis
penunjang di bidang kesehatan hewan.

8. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil
dan pegawai pemerintah dengan pefanjian kerja yang bekerja
pada instansi pemerintah.

9. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya
disebut Jabatan Fungsional, adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
tertentu.

10. Pejabat Ftrngsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagran Kesatu

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT PUSKESWAN.

Sqgian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

(1) UPT PUSKESWAN berkedudukan di bawah dan
jawab kepada Kepala DKpp.
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{21 UPT PUSKESWAN SC dimaksud pada ayat (1)

dipimpin oleh Kepala UPT.

Bagian Ketiga
Trrgas

Pasal 4

UPT PUSKES1VAN tugas kegiatan
teknis pelayanan Kesehatan hewan dan/atau
kegiatan teknis penunjang Pada DKPP di bidang kesehatan
hewan.

Bagran Keempat
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasd 4,UPTPUSKESWAN fungsi:
a. dan rencana dan program kerja

tekrris bidang kesehatan hewan pada wilayah kerja yang

b.

c.

d.

e.

jawabnya;
koordinasi kegiatan dan kedasama teknis bidang

kesehatan hewan dengan Camat dan unit-unit kerja terkait di
tingkat kecamatan yang menjadi tanggungjawabnya;

ketatausahaan UPT PUSKESWAN;dAN
tugas lain yang diberikan oleh Kepa1a DKPPf.

sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagran Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPT PUSKESWAN terdiri dari:
a. KepalaUPT;
b. Subbagian Tata Usaha; dan
c. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi UPT PUSKESIVAIq sglagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam yang
bagien tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Bagian Kedua
Kepala UPT

Pasal 7

(1) Kepala UPT berkedudukan dibawah dan bertanggungiawab
kepada Kepala DKPP.

(2) Kepala UPT mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas
dan fungsi UPT PUSKESWAN sebagaimana dimaksud pada
Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

(f) Subbagian Tata Usaha berkedudukan dibawah dan
bertanggungiawab kepa.da Kepala UPT PUSKESWAN.

(2) Subbagian Tata Us$a sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 9
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
a. melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi pelaporan;
b. melaksanakan administrasi keuangan;
c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
d. melaksanakan urusan rumah tangga;
e. melaksanakan urusan tata usaha;
f. melaporkan pelaksanaan tugas; dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala UPT PUSKESWAN.

Bagian Keempat
Jabatan Fungsional

Pasal 10

(1) Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis
tungsional pada UPI PUSKESIVAN.

(2) Pejabat F ungsional sebagaimana
berkedudukan dibawah dan
langsung kepada Kepala UPT.

dimaksud pada ayat (1)
bertanggungiawab secara

(3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis
tuga.s dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis
beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
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(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan

(5) Pembinaan terhadap Pejabat
dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan
peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan
Jabatan Fungsional berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Kepala UPT,

BAB IV

TATA KER.]A

Pasal 12

Kepala Subbagian Tata Usaha dan Jabatan

Kepala

Fungsional daLam melaksanakan tugas berdasarkan peraturan
undangan yang berlaku dan kebliakan yang

ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

Kepala UPf, Kepa.la Subbagian Tata Usaha dan Jabatan
Fungsional dalam tugasnya mem
prinsip yang meliputi penencanaan,

, monitoring, evaluasi dan
pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 14

(1) Da1am melaksanakan tugas, Kepala UpT dan
Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip
integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup UPT
PUSKESWAN yang bersangkutan maupun
organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Sehubungan dengan penerapErn prinsip
dan sinkronisasi

antar satuan

integrasi
dimaksud ayat (1),

tugas UPT PUSKESWAN
dengan tugas dan fungsi Camat, harus
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Pasal 14

(1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha
jawab dalam memimpin, dan

serta petunjuk-petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.

(2) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib
mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab
pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan
tepat walictu.

(3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala UPT PUSKESWAN dan Kepala Subbagian
Tata Usaha dapat menyampaikan tembusan laporan kepada
satuan organisasi lain yang secara
hubungan kerja.

mempunyar

(4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT PUSKESWAN
dan Kepala Subbagian Tata Usaha dari bawahan dqnat diolah
dan dipergunakan dalam penJrusunan laporan lebih lanjut
dan diiadikan bahan untuk
bawahan.

petunjuk kepada

Pasal 15

Kepala Subbagian Tata Usaha dan Jabatan
menyampaikan laporan kepada Kepala UPT PUSKESWAN, dan
berdasarkan laporan tersebut Kepala Subbagian Tata Usaha
menrusun laporan berkala Kepala UPT kepada Kepata DKPP.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 16

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur
sesuai dengan ketentuan peraturan

Pasal 17

Kepala UPI, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Jabatan
diangkat dan oleh pejabat yang

sesuai ketentuan peraturan
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BABVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pembentukan,
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas
Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2O16
Nomor 98 Seri D Nomor 35, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 19

Perah:ran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal l Januari2o22

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : lO hrle 2l2l

P'
UPATI PURWORE.IOt

q

€) AGUS BA

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 1O lrrrlol 2tPl

(5 SEKRETARIS DAE UPATEN PURWORR'O,

q sArD ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWORE.IO
TAHUN 2.2r NOMORiaaSERI D NOMOR aj

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWORF^IO
NOMORtaa TAI{UN a.2r
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KER,JA UNIT PEI,AKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN HEIIIAN PADA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANTAN
KABUPATEN PURWORE"IO

BAGAN ORGANISASI UPT PUSKESWAN
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KABUPATEN PURWORE.IO

P BUPATI PURWORT^'O,
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KEPAI,A
UPT

SUBBAGIAN
TATA USAHA

JABATAN
FUNGSIONAL

PEI,,AKSANA
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